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WALIKOTA PALAhIGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR. , lZl TAhtUN :2AOZ

TENTANG 
I

PENDIRIITN SD.SMP sATU,AT,q[, NEGETTI J. SABANGAI,,I
DI JATAN BERENG BENGKEL KEI.UR,Ah{AN KALAMPANGAP,{

I(ECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA

Menimbang :4.

WALIKOTA PAI.ANG Y3 P,AYA

bahwa dalam rangka pemekaran cran pemeraraan perayanan
dibidang pendidikan, per!u mcnibuka dan menegerikan Sekolah
Dasar-sekolah Menengan pertama satu Atcrp Negeri 1 sabancau
yang sarara gedurrgnya lengkap satu unit, ciibangun <lengan biaya
dari Anggaran Pendapatan ctan Beranja l''jegaia dengan dana
pendampingan dari Anggaran pendapatan dan Setanja Daeralr Kota
Palangka Raya Talrun 20J6;

bahwa dalam rangl<a pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tllah ditetapkan
Keputusan Menteri Pendiclkan Nasional Nornor }sSlulzoal tentarng
Pedoman Penyusunan Standar pelayanan Minimal priryelengguruui
Persekolahan Bidang Pendidikan Das;rr dan Menengah sebagjimana
telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri pendldit<an l,lrsilnll
Nomor tZ9alu12004 Tal-,rrrr 2004.

bahwa berdasarkan pertinrbangan sebagaimana dimaksucJ pada
huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan walikota
Palangka Raya,

Mengingat 1. undang Undang trlomor 5 Tahun 1965 tentang pembentukan
Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Repuutir Indonesia
Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2753)i

2. undang-Undang flomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GecJung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun z0oz Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4zal;

3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten;ang sistem pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Repubrik lndonesia rihun 2003 Nomor 7g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4301);

b.
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4. undang u,rdang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a3B9);

5. Undang-Urrdang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republiri Indonesia Tahun 2004 Nomor lz5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zo04 Nomor tz6,
Tambahan Lembaran Negara Reflublik indones:a Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah lriomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan
Dasar (Lembaran Negarer Repubrik Indonesia Tahun ,99b Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 34t2) sebagaimarra telah diubah
dengan Peraturan pemerinah Nomor 55 Tahun 1g9B (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun rgg2 tentang peranserta
Masyarakat dalam PendiJikan Nasional (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun lg92 Nomor 69, Tambahan Lemdaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3aB9);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah otonom
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia TahJn 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repubiik Indonelia Tahun'-2005'Nomor 41, Tambahan Lembalran Negara Republik Indonesia
Nomor aa9il;

11. Peraturan Daerah Kota palangka Raya lrlomor 0B Tahun 2001 tentang
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) palangka Raya Lembarai
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2001 Nomor OA);

Peraturan Daerah Kota Falangkb Raya Nomor 26 Tahurr 2004 tentang
Pembentukan susunan organisasi dan Tatakerja Dinas pendidikan
Nasional Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota palangka Raya
Tahun 2004 Nomor Z7);

Peraturan Daerah Kota palangka Raya Nomor 1 Tahun 2007 tentang
f1g_s1an Pendapatal dan Belanja Daerah K:ta palangka Raya Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kota palangka Raya Tahun 200/ iiomor t);
Keputusan Menteri Pendidikan Nasionar Nomor 060/'ui2002 tanggat
26 April 2002 tentang Pedoman pendir.ian Sekolah;

Peraturan walikota Palangka Raya Nomor 02 Tahun zooT tentang
Penjabaran Anggaran Pe.rdapatan dan Belanja Daerah Kota palangki

lgyg ranun Anggaran '1007 (Berita Daerah Kota palangka Raya Tahun
2007 Nomor 2);

12,

13.

L4,

15.

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSMN :

Pendirian sD-sMP satu Atap Negeri 1 sabangau di Jalan Bereng Bengkel
Kelurahan Kalamp:ngan, Kecamatan Sabangau Kota palangka Rayu,-



KEDUA

KENGA

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian sekolah Dasar-sekolah
Menengah Pertama satu Atap Negeri 1 sabangau dimaksud agar dapat
dipersiapkan sebagaimana mestinya (sarana, prasarana, fasilitai, tenaga
edukatif, dan daya dukung pendidikan rainnya) dengan ketentuan :

a. bahwa untuk kelancaran penyerenggaraan pendidikan pada sekolah
Dasar-sekolah Menengah pertama satu Atap Negeri 1 sabangau Kota
Palangka Raya segera dltunjuk Kepala sekolah yang definitif.

b. bahwa pada ryfol.ah yang bersangkutan supaya segera dipasang
Papan Nama sekolah sesuai dengan Keputusan walikob natangk;
Raya Nomor 95 tahun 2001 tanggji Zt September 2001.

segala. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja'Daerah Kota palangka Raya
mulai Tahun Anggaran Z0Ol,

E'itetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal t d April 2007.

--e
\*4_L_/ , 

-

Tembusan Keputusan lnldisampalkan kepada yth :
1. Menterl Pendldlkan Nasional diJakarta;
Z. Badan Standar NasionalkndHikan (BSNi) CiJakarta;
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah

u.p. sekretaris Daerah Provlnsl lGlimanban Tengah di palangka Raya3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Kalimintan fengah di paiangka Raya4, Kepala Dinas P dan K Provinsi Kalimanlan Tengah dl palangka Raya;
5. Kepala Kanto,r Wilayah DeparEnen Agama Provinsl lGlimanbn Tengah di pahngka Raya;
6. Ketua DPRD Kota Palangka Raya dl palangka Raya;
7, Seketarls Daerah Kota Palangka Raya dl palangka Raya;
8. Kepala Dlnas Pendldlkan Kota Palangka Raya dl patangka Raya;
9. Kepala Inspekorat Kota Palangka Raya dl palangka Raya
10. Kepala Bappeda Kota Palangka Raya dt.palangka Raya;
l1i Kepala Kantor Departemen Agama Kota palangka Raya dl palangka Raya;
12. Kepala Baglan Keuangan Setda Kota palangka Raya dl palangka Raya;
13. Gmat Sabangau di Kereng Bangl:irai.


